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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pergerakan ekonomi syari’ah sejatinya dapat diwujudkan dalam 

pembiayaan-pembiayaan syari’ah yang ada. Pembiayaan yang berbasis 

syari’ah tersebut dapat dibedakan menjadi dua pembiayaan, yaitu 

pembiayaan syari’ah melalui lembaga ekonomi bank dan pembiayaan 

syari’ah melalui lembaga ekonomi bukan bank. Lembaga ekonomi yang 

berbasis syari’ah melalui lembaga bank dan bukan bukan bank terelalisasi 

antara lain dengan adanya bank-bank syari’ah dan Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS) yang dewasa ini kian menjamur. Karena semakin 

diminatinya sistem syari’ah yang ada, maka bank yang sejatinya bank 

konvensional berbondong-bondong untuk membuka produk dengan 

menerapkan sistem syari’ah.
1
  

Dalam hal pelaksanaan ekonomi syari’ah di Indonesia telah 

diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

dimana Pasal 49 menyatakan bahwa ;  

“Pengadilan agama berwenang menyelesaikan perkara-perkara antara 

orang-orang yang beragama Islam di bidang;  

(1) perkawinan;  

(2) kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum 

Islam;  

(3) wakaf dan shadaqah.”  

 

                                                           
1
 Zaenudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 14. 
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Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, dan guna membawa 

kepada kemaslahatan umat khususnya dalam bidang perekonomian yang 

semakin berkembang pesat, maka peraturan mengenai peradilan agama yang 

tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama dirasa kurang sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat 

dan ketatanegaraan Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka 

tugas dan wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syari’ah adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara ekonomi syari’ah. Ekonomi syari’ah, dapat diartikan sebagai usaha 

atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan 

usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka 

memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut 

prinsip syariah. 

Perluasan kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak lain adalah 

kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syari’ah. Hal tersebut 

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan 
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berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;  

1. Perkawinan;  

2. Waris;  

3. Wasiat;  

4. Hibah;  

5. Wakaf;  

6. Zakat;  

7. Infaq;  

8. Shadaqah;  

9. Ekonomi syari’ah.  

 

Khusus mengenai Ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 huruf i 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah 

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. 

Prinsip dasar syariah yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi 

konvensional adalah ridha (kebebasan) berkontrak, ta’awun (tolong 

menolong),bebas riba, bebas gharar (ketidak pastian), bebas maisir (judi), 

objek yang halal dan amanah. Bidang Ekonomi Syariah yang dimaksud 

meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, 

reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga 

berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, 

pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis 

syariah. 

Perluasan kewenangan tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri 

bagi aparatur peradilan agama, terutama Hakim. Para Hakim ini dituntut 
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untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai 

adagium ius curia novit, yang artinya bahwa Hakim dianggap tahu akan 

hukumnya, sehingga Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara 

dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Keniscayaan Hakim 

untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga sebagai sebuah 

pertanggung jawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh 

Hakim harus dianggap benar, hal tersebut sesuai dengan adagium res judikata 

pro veriate habetur. Berdasarkan hal tersebut, setiap Hakim pengadilan 

agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian 

syari’ah.  

Pada tahun 2008 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai 

lembaga tinggi negara menunjuk sebuah tim melalui Surat Keputusan 

Mahkamah Agung Nomor 097/SK/X/2006, yang menghasilkan Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang memuat ketentuan mengenai 

ekonomi syari’ah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah tersebut seakan menjadi sebuah 

jawaban atas kurang jelasnya mengenai ekonomi syari’ah dan kelanjutan atau 

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang tidak lain berisi ketentuan mengenai ekonomi 

syari’ah. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan tersebut adalah demi 

kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah 
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sehingga peraturan ini dapat dijadikan rujukan bagi para Hakim untuk 

memutus perkara ekonomi syari’ah.  

Perluasan kewenangan absolut mengenai ekonomi syari’ah ini 

memang belum lama terjadi, begitu pula dengan permasalahan yang 

dipersengketakan di pengadilan agama pun masih sangat terbatas dan 

tergolong menjadi sebuah sengketa baru.  

Di Kabupaten Pati penerapan ekonomi syari’ah telah banyak 

diterapkan, hal ini dapat dilihat dengan banyak berkembangnya bank syari’ah 

dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang melayani kegiatan 

keuangan yang berbasis syari’ah. Dari sekian banyak praktik ekonomi 

syari’ah memang terdapat beberapa persengketaan yang melibatkan bank 

atau lembaga keuangan mikro syariah dan nasabahnya. Hal yang biasa terjadi 

adalah macetnya pembayaran pembiayaan pada tempo yang telah disepakati. 

Hal tersebut pada praktiknya tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama 

namun hanya diselesaikan melalui jalur mediasi di luar Pengadilan Agama.  

Di kalangan masyarakat menengah dan kecil, koperasi dan baitul 

maal wat tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang paling 

terjangkau dan sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap 

dana pinjaman (loan), karena persoalan pinjam meminjam atau utang piutang 

adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan perekonomian. 

Dalam skala mikro, BMT cukup ampuh menghambat tangan-tangan bank 

besar konvensional yang menarik dan masyarakat untuk kemudian 

dipinjamkan kepada konglomerat dan pengusaha besar. Disisi lain, kehadiran 

BMT juga membatu mengikis praktik-praktik rentenir yang telah berlangsung 
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lama dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Selain itu, BMT juga bisa 

menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta penyalurannya sesuai 

dengan peraturan dan amanatnya. 

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan 

koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada 

lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun 

dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang 

berhak menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat adalah Bank 

Perkreditan Rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun 

dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian, jika BMT dengan badan hukum 

KSM atau koperasi telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat 

BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah 

agar BMT itu dijadikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan 

badan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas. 

Kehadiran BMT dibanyak desa dan kota, paling tidak dapat 

mengangkat sendi-sendi ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, 

perdagangan, kerajinan rakyat dan sektor-sektor informal lainnya 

berkembang lebih baik. Bahkan berbagai usaha kecil yang sudah mati 

diharapkan dapat diaktifkan hidup lagi dengan bantuan pinjaman yang 

mudah. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari 

masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT 

dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan 
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pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak 

melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, 

industri dan pertanian. 

BMT berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, 

keterpaduan( kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan 

profesionalisme. Secara hukum, BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem 

operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari’ah sehingga produk-

produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syari’ah. 

Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam 

Oleh Koperasi. Juga dipertegas oleh Keputusan Menteri Nomor 91 Tahun 

2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah. Undang-Undang tersebut 

sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah). 

Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam 

koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja. Selain peraturan 

hukum tersebut, sekarang sudah ada Keputusan Menteri Koperasi dan  UKM 

nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 yang mengatur tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi yang 

termasuk didalamnya BMT. 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT AL-FATTAH 

merupakan lembaga keuangan berprinsip syariah dengan pola bagi hasil yang 
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didirikan atas dasar pemikiran tentang Kemandirian umat. Sebagai lembaga 

keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan dunia dan akhirat terutama 

bagi masyarakat kecil, KJKS BMT AL-FATTAH merupakan sebuah unit 

usaha jasa keuangan syariah yang didirikan oleh anggota yang tergabung 

dalam Al-Fattah Group yang mengelola: Yayasan Baitul Kholid, PAUD 

Terpadu Al-Fattah, MI AL-FATTAH dan Majlis Taklim 

Mengingat pentingnya peran lembaga pendidikan Islam dalam 

membina dan mengawasi serta mendidik masyarakat maka hendaknya 

lembaga pendidikan lebih fokus pada pengembangan-pengembangan 

kemasyarakatan. Namun demikian hal itu akan sulit terwujud jika umat masih 

terkendala oleh masalah-masalah permodalan finansial, infrastruktur dan 

lain-lain. Atas dasar itu semua hendaknya kelangsungan lembaga pendidikan 

Islam tidak lagi bergantung pada pemerintah atau para donatur yang tidak ada 

jaminan kepastian. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya gebrakan yang 

bisa menopang kemandirian sebuah lembaga Pendidikan Islam. 

Sejalan dengan prinsip Kemandirian umat maka Keluarga AL-

FATTAH membentuk unit-unit usaha, salah satu diantaranya adalah KJKS 

BMT AL-FATTAH. Landasan dibentuknya KJKS BMT AL-FATTAH selain 

sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan 

prinsip-prinsip koperasi, juga karena lembaga keuangan yang ada saat ini 

hanya mampu bersentuhan dengan kelompok usaha menengah ke atas, 

sementara kelompok usaha kecil yang mempunyai keinginan untuk tumbuh 

dan berkembang membutuhkan suport dalam pembinaan dan permodalan 

hanya terlayani oleh rentenir yang notabene suku bunganya sangat besar dan 
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sangat kapitalistik, padahal di lain sisi prospek dan peluang mereka cukup 

menjanjikan. 

Pada prinsipnya usaha KJKS BMT AL-FATTAH dibagi menjadi dua 

yakni Baitul Maal (usaha sosial) dan Baitul Tamwil (bisnis). Usaha sosial ini 

bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah serta 

menyalurkan sesuai ketentuan syar'i sehingga dituntut amanah, skala 

prioritasnya untuk pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi 

produktif dan beasiswa. Sejak tahun 2013 program beasiswa dari dana zakat 

KJKS BMT AL-FATTAH untuk anak yang kurang mampu dan berprestasi 

sudah mulai dilaksanakan dengan sasaran pertama siswa-siswi Al-Fattah dan 

alumni Al-Fattah. Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan 

masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi penarikan dan 

penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta 

menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha kecil dengan 

sistem bagi hasil. 

Bank Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk membuat 

regulasi terhadap perbankan syariah maupun Baitul Maal (usaha sosial) dan 

Baitul Tamwil (bisnis) telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

untuk menciptakan perbankan syariah maupun Baitul Maal (usaha sosial) dan 

Baitul Tamwil (bisnis) yang tangguh dan efisien. Ketentuan secara teknis 

mengenai aplikasi akad musyarakah ini telah diatur dalam PBI No. 

7146PBV2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran 



 

10 
 

dana atau pembiayaan musyarakah telah memunculkan permasalahan ketika 

terjadi wanprestasi, siapa yang berhak menyelesaikan sengketa, apakah 

Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS) atau pengadilan, sebagaimana 

telah dilakukan oleh KJKS BMT AL-FATTAH kepada Pur Cahyo dan 

Umayya Shofa (debitor) keduanya bertempat tinggal di RT.021 RW.05 Desa 

Ketitang Wetan, Kecarnatan Batangan, Kabupaten Pati berdasarkan akad 

perjanjian Musyarakah nomor : No. : 400/KJS/BMT/AF/XII/2013 tertanggal 

30 Desember 2013. KJKS BMT AL-FATTAH tersebut telah memberikan 

modal pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua 

belas juta rupaiah) kepada keduanya untuk keperluan modal usaha dagang 

bahan material bangunan. Setelah menerima modal pembiayaan tersebut 

debitor ternyata tidak menggunakan dana yang diterima untuk modal usaha 

dagang bahan material bangunan akan tetapi untuk keperluan lain sehingga 

merugikan pihak kreditor. 

Upaya kreditor untuk melakukan penagihan atas dana yang telah 

disalurkan kepada debitor telah diusahakan dengan berbagai cara namun 

debitor selalu ingkar janji dan tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan 

kewajiban-kewajibannya kepada kreditor. Adanya pelanggaran yang 

dilakukan oleh debitor atas akad perjanjian yang telah disepakati bersama 

dengan kreditor pada Pasal 10 ayat (2), debitor telah menyatakan apabila 

pembiayaan digunakan untuk keperluan lain, maka pihak kreditor berhak 

seketika menagih dan pihak debitor diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi 

membayar seluruh pembiayaan yang berupa biaya-biaya dan kewajiban-
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kewajiban lainnya dengan seketika dan sekaligus lunas. Adanya alasan 

wanprestasi yang menyebabkan kreditor menderita kerugian materiil, maka 

kreditor mengajukan pakaranya ke Pengadilan Agama Pati. Dalam akad 

perjanjian pembiayaan musyarakah pada Pasal 12 disebutkan bahwa apabila 

terjadi sengketa antara kreditor dan debitor akan diselesaikan lewat Badan 

Arbitase Syariah (BASYARNAS) di Jakarta atau Pengadilan Negeri di Pati. 

Dalam perjanjian itu ada pilihan ganda sehingga tidak lazim dan tidak 

dibolehkan menurut hukum acara perdata. 

Pembuatan akad atau perjanjian tersebut terjadi sebelum lahirnya 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan didasarkan kepada ketentuan 

Fatwa DSN NO.OS/DSN-MWI/IV/2000. yang menyebutkan bahwa "Jika 

salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. Fatwa DSN tersebut sebagai antisipasi penyelesaian sengketa 

perbankan yang didasarkan pada syariah. Pada waktu penyaluran dana atau 

pembiyaan musyarakah penyelesaian sengketanya belum menjadi kompetensi 

Pengadilan Agama. 

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA 

PEMENUHAN KEWAJIBAN AKAD PEMBIAYAAN AL 

MUSYARAKAH DI KABUPATEN PATI (Studi Kasus di Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah BMT AL-FATTAH)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dilihat pokok 

pembahasan yaitu hal-hal yang berkaitan Penyelesaian Sengketa 

Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al Musyarakah Di 

Kabupaten Pati (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT 

AL-FATTAH). Agar pembahasan masalah lebih terfokus, maka Penulis 

sengaja membatasi pembahasan masalah yang hanya meliputi : 

1.  Mengapa Para Pihak dalam penyelesaian sengketa akad pembiayaan Al-

Musyarakah tidak mengajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Agama?  

2.  Bagaimanakah kalau salah satu atau kedua belah pihak tidak puas dengan 

penyelesaian yang dilakukan di luar Peradilan Agama? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

tentang penyelesaian sengketa pemenuhan kewajiban akad pembiayaan al 

musyarakah di Kabupaten Pati (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah BMT AL-FATTAH). Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah : 

1.  Untuk menjelaskan latar belakang Para Pihak dalam penyelesaian 

sengketa akad pembiayaan Al-Musyarakah yang tidak mengajukan 

penyelesaiannya ke Pengadilan Agama. 

2.  Untuk menjelaskan jika salah satu atau kedua belah pihak tidak puas 

dengan penyelesaian yang dilakukan di luar Peradilan Agama. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Adapun dengan adanya penelitian mengenai penyelesaian sengketa 

pemenuhan kewajiban akad pembiayaan Al Musyarakah di Kabupaten Pati 

(Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT AL-FATTAH). 

diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun 

secara praktis : 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan Teoritis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya 

secara teoritis. 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan Praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat 

memberikan pedoman praktis dalam penyelesaian sengketa pemenuhan 

kewajiban akad pembiayaan al musyarakah di Kabupaten Pati. 

E. Metode Penelitian 

Metode dalam arti harafiahnya berarti cara, sedangkan penelitian pada 

dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Dengan demikian metode 

penelitian adalah cara mencari (dan menemukan pengetahuan yang benar yang 

dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah).
2
  

                                                           
2
 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, “Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi ”, Yayasan 

Pustaka obor Indonesia, Jakarta, 2011, hal 97. 
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Metode penelitian yang digunakan Penulis memuat uraian yang berisi 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada 

metode penelitian yuridis empiris. Zainuddin Ali mendefinisikan 

“penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab 

permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang 

bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan 

kenyataan hukum dalam masyarakat ”.
3
 Dipilihnya penggunaan metode 

pendekatan yuridis empiris atau non doktrinal dalam penelitian ini adalah 

dengan pertimbangan bahwa untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan lebih diutamakan mendasarkan hasil penelitian lapangan 

untuk selanjutnya dikaji mendasarkan asas-asas hukum, peraturan 

perUndang-Undangan, yurisprudensi dan pendapat para pakar mengenai 

hal-hal yang bersangkut paut dengan penyelesaian sengketa pemenuhan 

kewajiban akad pembiayaan Al- Musyarakah di Kabupaten Pati (Studi 

Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT AL-FATTAH) 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. 

Menurut Kartini Kartono deskriptif artinya penelitian yang dilakukan 

dengan maksud menggambarkan keadaan objek atau masalah secara jelas, 

                                                           
3
 Zainuddin Ali, ”Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 19. 
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runut dan sistematis dengan kaidah-kaidah tertentu. Suatu penelitian 

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.
4
 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan memecahkan 

masalah yang ada dengan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis 

dan menginterpretasikan.
5
 Hal tersebut digambarkan mengenai 

penyelesaian sengketa pemenuhan kewajiban akad pembiayaan Al- 

Musyarakah di Kabupaten Pati (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah BMT AL-FATTAH). 

3. Metode Penentuan Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
6
 

Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian 

yang representatif dari seluruh populasi. Populasi adalah seluruh objek atau 

seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan 

jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama.
7
 Dalam Penulisan 

Tesis ini digunakan pengambilan sampel dengan cara teknik non random 

sampling. 

 Menurut Bambang Sunggono, dalam praktik non random sampling 

setiap anggota sampel tidak mempunyai kemungkinan dan kesempatan 

                                                           
4 

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, Alumni, Bandung, 1983, hal 10. 

5
 Soenarjo, Metode Riset 1, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1985, hal 8 

6
 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, 

hal 115. 

7
 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1994, hal 9. 
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yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel, karena sampel telah 

ditentukan sebelumnya.
8
 

 Dalam penelitian ini, sampel yang diambil informan dari :  

a. Pengurus Manager Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

BMT AL-FATTAH. 

b. Ketua Dewan Pengawas KJKS BMT Al-Fattah. 

c. Dewan Pengawas Syariah Kabupaten Pati. 

d. Anggota yang bersengketa 2 (dua) orang. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan 

yuridis empiris. Dalam penelitian ini data utama adalah data primer. Data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier merupakan data pendukung. Data primer 

diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Metode Pengumpulan 

data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen 

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. 
9
 Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan dengan proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih 

                                                           
8
 Bambang Sunggono, “ Metodologi Penelitian Hukum”, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 122. 

 
9
 Op. Cit, hal 106. 
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bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi 

atau keterangan-keterangan.  

b.Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
10

 Untuk 

lebih melengkapi data dalam pengumpulan data penelitian ini selain 

mengadakan wawancara Penulis juga mengambil data sekunder yang 

diperoleh dari kepustakaan berupa : 

1) Bahan hukum primer terdiri dari : Al Qur’an, Hadits, 

KUHPerdata, Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang nomor 25 

tahun 1992 tentang perkoperasian, Peraturan Pemerintah nomor 

9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh 

koperasi, KEPMEN nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

dan Fatwa DSN Nomor:08/DSN-MUI/IV/2000. 

2) Bahan hukum sekunder berupa : Referensi, yaitu buku-buku 

yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemenuhan 

kewajiban akad pembiayaan Al Musyarakah di Kabupaten Pati. 

                                                           
10

 Loc. Cit 
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5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

 Data yang Penulis gunakan mencakup data primer dan data 

sekunder yang kemudian diproses lagi untuk dapat disajikan dengan baik 

dan dijamin kebenarannya. Proses yang dilakukan adalah dengan 

memeriksa dan meneliti data yang diperoleh, untuk menjamin apakah 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan sehingga dengan 

pembetulan data-data yang keliru, menambah data-data yang kurang dan 

melengkapi yang kurang lengkap, dengan demikian akan didapat hasil 

penelitian yang memadai dan pada akhirnya dapat diambil kesimpulan, 

serta laporannya dibuat dalam bentuk tesis. 

6. Metode Analisa Data 

 Metode analisa data yang digunakan Penulis adalah data Primer 

dianalisa secara kualitatif yaitu setelah Penulis memperoleh data yang 

lengkap dari responden di lapangan, maka Penulis akan memeriksa 

kembali data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban 

yang diterima dari keragaman data yang diterima. Data tersebut dianalisa 

dengan metode induktif, dimana data yang didapatkan secara umum 

kemudian diterapkan secara khusus yang akan menghasilkan laporan 

penelitian yang bersifat diskriptif. Data Sekunder dianalisa secara 

deskriptif kualitatif, yaitu menyimpulkan dan atau menjelaskan data yang 

diperoleh dari buku, karangan ilmiah atau tulisan lain dalam bentuk 

kalimat. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk Penulisan hukum ini terdiri dari 4 bab masing-masing perinciannya 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Untuk mengantarkan pikiran pembaca ke masalah pokok yang akan 

dibahas, Penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan diakhiri 

dengan sistematika tesis. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori dan kerangka berpikir yang berkaitan dengan 

masalah pokok yang diteliti. Di sini Penulis menguraikan tentang Sub Bab 

Pengertian Al-Musyarakah, Dasar hukum Al-Musyarakah, Ketentuan Al-

Musyarakah,  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan hasil penelitian di lapangan 

yang membahas mengapa para pihak tidak mengajukan penyelesaian 

sengketa pemenuhan kewajiban akad pembiayaan Al-Musyarakah melalui 

Pengadilan Agama dan bagaiman cara yang dilakukan dalam menyelesaikan 

sengketa tersebut diluar Pengadilan Agama. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan yang dapat dirangkum sehubungan 

dengan uraian dan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, dan disamping itu  
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Penulis memberikan saran-saran berdasarkan penelitian masalah dalam tesis 

ini. Disamping bab-bab di atas, Penulis juga menyertakan lampiran yang 

berkaitan dengan apa yang menjadi obyek penelitian dalam tesis ini. 

 

 


